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POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini membahas mengenai bagaimana
Amerika Serikat menggunakan politik luar negerinya dalam
menyelesaikan suatu permasalahan dimulai dari politik luar
negeri Amerika Serikat, dalam bab ini juga akan dibahas
mengenai pengertian politik luar negeri serta karakteristik
politik ~ luar  negeri  Amerika  Serikat diantaranya
ekspansionisme, isolasionisme, dan intervensionisme yang
kemudian akan dikaitkan dengan politik luar negeri Amerika
Serikat di kawasan Amerika Latin.

Politik Luar Negeri secara umum dijelaskan sebagai
suatu tindakan yang dilakukan atau direncanakan oleh para
pembuat keputusan untuk bisa bekerjasama dengan negara lain
atau entitas internasional, dengan tujuan untuk mencapai tujuan
atau kepentingan nasional negaranya. Kebijakan luar negeri
yang dilakukan oleh sebuah negara biasanya berasal dari hasil
inisiatif negara tersebut ataupun sebuah reaksi atas hal yang
dilakukan oleh negara lain kebijakan luar negeri melibatkan
proses dinamis dalam menerapkan interpretasi yang relatif
tetap terhadap kepentingan nasional. (Plano & Olton, 1988)



A. Nilai-nilai yang Diperjuangkan oleh Amerika
Serikat

1. Nilai Demokrasi

Demokrasi bagi Amerika Serikat sendiri merupakan
salah satu hal yang sangat penting Amerika Serikat
mempercayai bahwa tidak ada bentuk pemerintahan terbaik
selain demokrasi, untuk itu Amerika Serikat memiliki tujuan
untuk bisa menyebarkan ideologi demokrasi di seluruh dunia,
khususnya bagi negara-negara yang masih menganut paham
sosialis yang dianggap sangat bertentangan dengan demokrasi.

Seperti yang dikatakan George W. Bush dalam pidato
pelantikannya yang kedua pada tahun 2005, ia mengklaim
bahwa kebijakan Amerika Serikat untuk mencari dan
mendukung pertumbuhan gerakan dan institusi demokrasi di
setiap negara dunia, sebagai tujuan akhirnya untuk mengakhiri
tirani di dunia. Karena keberhasilan demokrasi di belahan
dunia lain sangat bergantung pada demokrasi yang sedang
berjalan di Amerika Serikat. Penyebaran demokrasi secara
konsisten memajukan banyak nilai-nilai penting, seperti
kebebasan individu dari penindasan politik, kekerasan
mematikan, dan kelaparan.

Amerika Serikat harus menyebarkan demokrasi liberal
karena warga negara demokrasi liberal, memiliki kemungkinan
lebih kecil untuk menderita kematian karena kekerasan dalam
kerusuhan sipil yang dilakukan oleh pemerintah mereka
sendiri. Dimana banyak rezim totaliter dan otoriter telah
bertanggung jawab atas sebagian besar kejadian genosida dan
pembunuhan masal terhadap warga sipil di abad kedua puluh.
Negara-negara yang telah membunuh jutaan warganya



semuanya adalah otoriter atau totaliter seperti, Uni Soviet,
Republik Rakyat Cina, Jerman Nazi, Cina Nasionalis, Jepang
Kekaisaran, dan Kamboja di bawah Khmer Merah.

Ada dua alasan mengapa tidak ada kekerasan sipil di
negara-negara demokrasi, karena sistem politik demokratik
terutama sistem demokrasi liberal membatasi kekuasaan
pemerintah, mengurangi kemampuan pemerintah dalam
melakukan pembunuhan masal terhadap populasi warga
mereka sendiri.

Negara demokrasi memungkinkan pihak oposisi untuk
diekspresikan secara terbuka dan memiliki proses yang reguler
dalam melakukan transfer kekuasaan secara damai. Jika semua
peserta dalam proses politik tetap berkomitmen pada prinsip-
prinsip demokrasi, kritik terhadap pemerintah tidak perlu
melakukan revolusi kekerasan dan pemerintah tidak akan
menggunakan kekerasan untuk menindas pihak yang dianggap
sebagai lawan-lawanya. (Lynn-Jones, 1998)

Hal-hal tersebut mencerminkan bagaimana keinginan
kuat Amerika Serikat untuk menyebarkan dan menetapkan
demokrasi, bagi landasan pembangunan setiap negara didunia
terutama bagi beberapa negara yang masih menganut ideologi
sosialis yang bertentangan dengan Amerika Serikat. (Lind,
2006)

2. Nilai Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia yang mendasar adalah
sebagai batu fondasi dalam pendirian Amerika Serikat lebih
dari 200 tahun yang lalu, dimana selain mempromosikan
perdamaian sebagai syarat eksternal demokrasi, salah satunya
adalah mengenai penentuan nasib sendiri dan sebgai
perlindungan hak asasi manusia. Sejak saat itu, tujuan utama



kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah utnuk
mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia,
seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia. Amerika Serikat memahami bahwa keberadaan hak
asasi manusia membantu mengamankan perdamaian,
mencegah agresi, mempromosikan supremasi hukum,
memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi, dan
mencegah krisis kemanusiaan.

Karena menganggap promosi hak asasi manusia adalah
sebuah kepentingan nasionalnya maka Amerika Serikat
berupaya untuk:

Pertama dengan meminta pertanggungjwaban
pemerintah atas kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia,
dibawah norma hak asasi manusia universal dan instrumen hak
asasi manusia internasional, dengan cara mempromosikan
penghormatan lebih terhadap hak asasi manusia, termasuk
didalamnya kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi,
kebebasan pers, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan
perlindungan minoritas, serta memprioritaskan arturan hukum,
mencari akuntabilitas, dan mengubah budaya impunitas dan
mengkoordinasikan kegiatan hak asasi manusia dengan sekutu
penting dan organisasi regional.

Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga
Kerja Amerika Serikat sendiri menerapkan tiga prinsip utama
dalam hak asasi manusia :

Pertama, terus berupaya mempelajari kebenaran dan
menyatakan fakta dalam semua investigasi mengenai hak asasi
manusianya, laporan tentang kondisi negara, pidato dan suara
di PBB, dan profil suaka. Kedua, mengambil posisi yang
konsisten terkait pelanggaran di masa lalu, sekarang, dan di
masa depan. Berkenaan dengan pelanggaran di masa lalu,
secara aktif mempromosikan akuntabilitas yang dimaksudkan



untuk menghentikan pelanggaran yang berkelanjutan. Ketiga,
dengan menjalin dan mempertahankan kemitraan dengan
organisasi, pemerintah, dan lembaga multilateral yang
berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Biro mengambil
keuntungan dari forum multilateral untuk memusatkan
perhatian internasional pada masalah hak asasi manusia dan
untuk mencari koreksi

Dalam sejarah hak asasi manusia, Amerika Latin telah
memainkan peran penting, mulai dari peristiwa dan aktor dari
wilayah tersebut yang menjadi pusat pembangunan politik dan
praktik hak asasi manusia bagi Amerika Serikat, praktik hak
asasi manusia menjadi pusat penciptaan ruang untuk
membentuk proses politik di dalam wilayah itu sendiri. Seperti
jejak kediktatoran yang kemudian berubah dan pindah pada
tahun 1980-an dan 1990-an, hak asasi manusia terus berlanjut
untuk mempengaruhi kebijakan negara, dengan serangkaian
hak asasi manusia tertentu tuntutan diproses dan diubah
menjadi kebijakan keadilan transisi. Amerika Latin, kemudian,
juga memiliki tempat khusus dalam sejarah transisi keadilan
bagi Amerika Serikat. (Carmody, 2018)

3. Mencegah Terorisme

Terorisme bukanlah fenomena baru bagi Amerika
Serikat, banyak orang Amerika Serikat yang saat ini
menganggap terjadinya terorisme sebagai sesuatu hal yang
langka atau unik, tetapi sebenarnya, adalah benang merah dan
umum terjadi dalam sejarah negara tersebut, tetapi terkadang
beberapa kekerasan politik yang terjadi seringkali tidak diakui
atau dilabeli sebagai tindakan terorisme. (Lutz & Lutz, 2007)

Laporan tentang kepentingan nasional Amerika
Serikat, yang dipublikasi oleh Belfer Center, komisi dan
pembuat kebijakan terkemuka lainnya mengidentifikasi minat



paling penting Amerika Serikat, yaitu untuk mencegah,
menghalangi, dan mengurangi ancaman serangan senjata
nuklir, biologis, dan kimia terhadap Amerika Serikat atau
pasukan militernya di luar negeri, serta bagi kepentingan
nasionalnya meliputi:

Pertama tujuan tertinggi kebijakan keamanan nasional
Amerika Serikat adalah untuk mencegah serangan senjata
nuklir atau biologis terhadap wilayah negaranya, warga sipil
atau pasukan militer. Kedua, semua stok global senjata nuklir
dan bahan nuklir yang dapat digunakan senjata, harus
dipertahankan untuk kondisi keamanan, keselamatan, dan
akuntabilitas.

Kerapuhan Amerika Serikat terhadap semua bentuk
terorisme internasional dan domestik harus bisa diminimalisir
sebanyak mungkin dan negara-negara yang mendukung
terorisme internasional, atau tempat berlindung teroris
individu, harus dihukum dan diyakinkan untuk berhenti.
Kelompok teroris harus dicegah untuk memperoleh senjata
pemusnah masal dan menggunakannya untuk melawan warga
negara, properti, dan pasukan Amerika Serikat. (Center, n.d.)

B. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik Luar Negeri Amerika Serikat merupakan
sebuah langkah yang diambil oleh Amerika Serikat dalam
mencapai kepentingan nasionalnya. Terdapat tiga nilai dan
kepentingan yang terdapat dalam politik luar negeri Amerika
Serikat diantaranya, kedamaian dan kemakmuran, stabilitas
dan keamanan, serta demokrasi dan pertahanan.

Amerika Serikat memiliki beberapa tujuan dalam
menjalankan politik luar negerinya, yang pertama adalah
mempromosikan demokrasi, bagi Amerika Serikat tidak ada



tujuan yang lebih penting dibanding menyebarkan demokrasi
sebagai bentuk ideologi yang dianggap paling baik. Demokrasi
dianggap sebagai bentuk sistem politik paling damai dibanding
seluruh sistem politik yang ada. Dalam upaya penyebaran
demokrasi terkandung berbagai kepentingan dasar Yyaitu
mencegah penyebaran paham komunis, menyebarkan
kemerdekaan, mempromosikan kemakmuran, dan
meningkatkan keamanan. Hal tersebut tercermin didalam
beberapa karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat
seperti ekspansionisme, isolasionalisme, dan intervensionisme.

1. Ekspansionisme

Ekspansi Amerika Serikat dilakukan melalui adanya
Doktrin Monroe dan hegemoni dibagian barat, pada tahun
1823, Presiden James Monroe mengumumkan kebijakan luar
negeri utama Amerika Serikat, yang pertama negara-negara
Eropa harus menahan diri untuk tidak melakukan campur
tangan dalam politik atau masalah negara-negara bagian barat
terutama Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mencegah
Amerika Serikat dalam menunjukan otonomi ekonomi mereka
melalui Washington DC, yang dilakukan dengan memasuki
wilayah Inggris raya sebagai upaya untuk menekan kekuatan
kolonial Eropa agar terus berada diluar wilayah barat. Hal
tersebut pun dimaksudkan untuk mencegah kekuatan Rusia di
wilayah Pacific Northwest serta untuk menekan kekuatan
Spanyol yang berusaha untuk menguasai kembali negara-
negara yang memisahkan diri dari wilayah Amerika Selatan.

Doktrin Monroe merupakan salah satu kebijakan luar
negeri yang paling berpengaruh dan yang paling bertahan lama
bagi Amerika Serikat, setelah secara berangsur menurunnya
kekuatan Eropa membuat Amerika Serikat secara signifikan
menjadi hegemon regional yang mendominasi wilayah negara
tetangganya, Amerika Serikat mengawasi politik dan



perkembangan ekonomi wilayah Karibia dan Amerika Latin
ketika Spanyol menarik diri dari negara bagian Spanyol dan
negara-negara baru memperoleh kemerdekaan mereka pada
awal abad ke-19. (FENSTERWALD, JR. 1, 2015)

Ekspansi yang dilakukan Amerika Serikat secara cepat
meluas ke wilayah barat tepatnya wilayah Amerika Utara paska
beberapa negara memperoleh kemerdekaannya, semangat
ekspansi Amerika Serikat secara bersamaan dianggap sebagai
tugas, hak, dan bahkan kewajiban bagi sebagian orang Amerika
Serikat. Para pemimpin Amerika Serikat percaya hal tersebut
adalah sebagai "manifest destiny" bagi negaranya untuk
membudayakan Wild West dan menyebarkan konsep
pemerintahan yang egaliter untuk bisa dikembangkan di negara
baru, Amerika Serikat melihat dirinya sebagai negara pertama
yang menganut paham demokrasi sebagai ideologinya.
(Spanier, 1988)

Presiden ke 7 Amerika Serikat, Andrew Jackson,
menyuarakan pendapat mengenai perluasan area kebebasan
bagi mereka yang mau melakukan perjalanan yang sulit
melintasi Great Plains dan Rocky Mountains, dimana
pemerintah Amerika Serikat menjanjikan tanah yang hampir
tak terbatas untuk para pemukim yang berani. (Paterson, 2018)

2. lIsolasionisme

Prinsip pendirian kebijakan luar negeri Amerika
Serikat sendiri adalah Isolasionisme dan Unilateralisme, lebih
dari 150 tahun dalam masa awal sejarahnya Amerika Serikat
cenderung menutup diri dan menjaga jarak secara geopolitik
terhadap wilayah Eropa. Para pemimpin Amerika Serikat
seperti George Washington dan Thomas Jefferson, melihat
Eropa sebagai wilayah yang hanya bisa mengakibatkan perang



berkepanjangan dan komplikasi perdagangan yang akan
mengadu domba negaranya.

Dalam pidato perpisahannya, George Washington,
Presiden pertama Amerika Serikat periode 1783-1791,
menyarankan bangsanya untuk menjauhi aliansi dengan siapa
pun terutama dari pihak asing dan memperingatkan bangsanya
untuk menggunakan aliansi yang hanya digunakan ketika
menghadapi situasi yang sangat darurat.

Dengan kata lain bahwa Amerika Serikat harus tetap
berinteraksi dalam hal perekonomian, melakukan perdagangan
dengan negara lain dan menghindari aliansi yang dapat
membawa negaranya ke dalam perang atau menjadikannya
sebagai target kekuatan kolonial kuat bagi bangsa Eropa.
Seperti peringatan yang dikatakan oleh presiden George
Wiashington untuk menghindari politik Eropa selama dua
dekade pertama yang ditandai oleh intruksi politik yang
dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Amerika Serikat muncul
pada kancah politik global secara langsung dan menjadi
konfrontasi paling serius di daratan Eropa.

Amerika  Serikat  menggunakan  keunggulan
geopolitiknya yang dikelilingi oleh dua lautan luas atau
samudra dan tetangga yang relatif lemah seperti Amerika Latin,
Tengah dan Utara, serta berusaha untuk tetap menjaga jarak
dari negara-negara Eropa yang dirasa rentan dalam
menimbulkan peperangan.

Isolasionisme Amerika Serikat sendiri adalah istilah
yang mengacu pada pemutusan yang luas dari semua hubungan
politik, ekonomi, diplomatik dengan negara asing. Tetapi pada
dasarnya tidak ada satupun negara yang dapat mengisolasikan
diri sepenuhnya dalam hal kepentingan vital negara mereka,
seperti perekonomian dalam perdagangan luar negeri. Lebih
tepatnya penerapan prinsip unilateralisme atau netralitas adalah



untuk menggambarkan keadaan yang sedang dihadapi oleh
Amerika Serikat pada saat itu.

Amerika Serikat tetap harus secara selektif terlibat
dengan mitra asing ketika kepentingan nasional mereka
terancam. Banyak penulis kontemporer yang menggunakan
istilah isolasionisme untuk menggambarkan politik terbatas
Amerika Serikat dalam keterlibatan ekonomi, dan diplomatik
dengan negara lain. Istilah isolasionisme sendiri digunakan
untuk merujuk pada kecenderungan Amerika Serikat terhadap
unilateralisme dan netralitas, bukan mengenai pemutusan total
hubungan dengan negara-negara asing.

Persoalan aliansi dan diplomasi dengan negara-negara
Eropa dalam situasi yang sulit ini menghasilkan perdebatan di
Amerika Serikat, namun pada faktanya Amerika Serikat tetap
berperan sebagai mediator dalam banyak konferensi
diplomatik internasional. Tetapi dengan kunci tetap menjaga
jarak terhadap perjanjian dan aliansi apa pun, salah satunya
dengan menolak masuk ke dalam Liga Bangsa-Bangsa, bahkan
dengan sekutu tradisional, serta menandatangani Pakta
Kellogg-Briand yang berisi pelarangan perang sebagai alat
kebijakan luar negeri. Pada 1929 Depresi Hebat menyebabkan
kesulitan ekonomi di seluruh dunia. Tahun 1930 Kongres
melewati Smoot-Hawley, mengesahkan undang-undang
penaikkan tarif yang menyebabkan lebih lebih dari 20.000
barang impor perdagangan internasional anjlok.

Negara baru membutuhkan perdagangan untuk
tumbuh secara ekonomi. Oleh karena itu, isolasionisme
Amerika Serikat hanya dibatasi pada aliansi politik dan militer,
bukan perdagangan. Namun negara-negara Eropa seperti
Inggris dan Prancis melihat perdagangan Amerika Serikat dan
lawan-lawannya sebagai ancaman bagi kepentingannya
sendiri. Upaya Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan
negara-negara Eropa dengan sikap bersaing dan tetap netral



dalam perang Eropa berakhir dengan sebuah kekacauan besar.
(Streissguth & Friedenthal, 2010)

3. Intevensionisme

Intervensi biasanya digunakan sebagai instrumen
kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Morgenthau (1967) berpendapat bahwa intervensi adalah
sebuah instrumen kebijakan luar negeri "kuno dan mapan”
yang melayani kepentingan politik di negara-negara tertentu.
Menurut Rosenau (1969), karakteristik lain yang menentukan
intervensi dengan instrumen lain dari kebijakan luar negeri
adalah intervensi melanggar konvensi dan berorientasi pada
otoritas. Beberapa penjelasan mengenai inervensi diatas
menjelaskan bahwa intervensi merupakan satu hal yang harus
dilakukan oleh sebuah negara ingin menguasai politik domestik
negara lain dan intervensi digunakan sebagai alat dan strategi
yang koersif untuk mengejar kebijakan luar negeri sebuah
negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

Seperti halnya perang, intervensi adalah kelanjutan
dari politik dengan cara lain. Namun, intervensi dan intervensi
militer adalah strategi yang mahal karena membutuhkan power
yang tidak sedikit untuk mencegah terjadinya resistensi dari
negara target. Dengan demikian, untuk melakukan intervensi
sebuah negara harus memiliki akses besar ke sejumlah sumber
daya.

Intervensi akan sangat mungkin terjadi ketika satu
kekuatan memiliki lingkungan pengaruh yang diakui atau
memiliki kekuatan besar. Salah satu contoh dari Amerika
Serikat dalam melakukan intervensi seperti yang terjadi di
Karibia dan Amerika Tengah pada awal abad kedua puluh.
Bahwa faktor kunci yang menjelaskan perubahan strategi ini



adalah pembentukan lingkup pengaruh Amerika Serikat di
wilayah tersebut. (Stephen E, 2014)

Pasca berakhirnya perang dunia ke 2 Amerika Serikat
muncul sebagai negara adidaya dengan power yang besar, hal
tersebut yang kemudian memunculkan persaingan baru antara
Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam perang dunia kedua,
para pemimpin Amerika Serikat berupaya mencegah hegemoni
di kawasan lain melalui kerja sama kekuatan besar di dunia
multipolar. Amerika Serikat menggunakan beberapa cara untuk
memastikan bahwa tidak ada kekuatan musuh yang
mendominasi sumber daya Eropa, Asia, dan Timur Tengah
adalah cara yang digunakan agar Amerika Serikat dapat
mendominasi wilayah itu secara penuh. Hegemoni Amerika
Serikat dengan menghadirkan militer Amerika Serikat di Eropa
dilakukan untuk mencegah rangkaian peristiwa yang tidak
diinginkan, hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan orang-
orang Eropa Barat bahwa mereka tidak perlu meningkatkan
angkatan bersenjatanya untuk melindungi negaranya terhadap
kemungkinan kekuatan Rusia yang mungkin bangkit lagi tetapi
lebih bergantung pada militer Amerika Serikat.

Selesainya perang dunia 2 Amerika Serikat berusaha
untuk terus melancarkan hegemoninya salah satunya melalui
jalan pemberian bantuan terhadap negara-negara yang
mendapatkan dampak perang, salah satunya melalui Marshall
Plan yang di cetuskan pada masa kepemimpinan presiden
Harry S Truman. Marshall Plan dan Program Pemulihan Eropa
(ERP) yang diciptakan melibatkan upaya ambisius untuk
merangsang pertumbuhan ekonomi pasca Perang Dunia 2,
terutama bagi wilayah Eropa yang kacau dan hampir bangkrut,
serta untuk mencegah penyebaran komunisme, dan untuk
mendorong pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan
stabil.

Dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan berikut :



1. Perluasan produksi pertanian dan industri
Eropa;

2. Pemulihan mata uang, anggaran, dan
keuangan yang sehat di Eropa individu negara;
dan

3. Stimulasi perdagangan internasional antara
negara-negara Eropa dan di antara Eropa dan
seluruh dunia. (Tarnoff, 2018)

C. Politik Luar Negeri Amerika Serikat di
kawasan Amerika Latin

Amerika Latin merupakan sebuah wilayah negara
bagian yang memiliki 30 negara didalamnya dan dikenal
memiliki kaitan erat dengan Amerika Serikat, selain karena
kedekatan secara geografis, Amerika Latin adalah pemasok
minyak mentah terbesar bagi Amerika Serikat, yaitu
menyumbang hampir 30 persen impor (dibandingkan wilayah
Timur Tengah yang hanya berkisar 20 persen) hal tersebut
menjadikan keduanya sebagai mitra dagang yang tumbuh
dengan cepat. Dibalik keterkaitan dalam kerjasama tersebut
Amerika Serikat dan Amerika Latin memiliki konflik tersendiri
yang sudah lama menjadi permasalahan bagi keduanya, yaitu
meliputi kasus perdagangan narkotika, kasus imigran gelap,
perdagangan, dan demokrasi. Sama seperti negara berkembang
lainnya Amerika Latin pun sedang berjuang untuk membangun
negaranya dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan
dan untuk menyediakan keamanan publik dan energi. Karena
perekonomian Amerika Latin adalah salah satu kawasan yang
sangat besar sebagai penyedia energi, mineral, dan pangan
global. (Hayes, 1984)

Namun secara umum, kepentingan Amerika Serikat di
Amerika Latin berasal dari beberapa hal :



1. Kedekatan geografis kedua wilayah

Efek Amerika Latin bagi posisi dunia Amerika
Serikat

Keberadaan sumber daya strategis

Ikatan dan asosiasi tradisional

Tingkat perdagangan dan investasi yang tinggi
Pengaruh potensial dari negara-negara seperti Brasil
dan Meksiko dan

7. Nilai-nilai kemanusiaan. (Harold, 1986)
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Di atas telah dijelaskan mengenai beberapa
karakteristik dari politik luar negeri Amerika Serikat yang
sangat mencerminkan beberapa tindakan politik luar negeri
Amerika Serikat terhadap Amerika Latin, diantaranya terdapat
tiga tujuan paling utama yaitu untuk mencegah tumbuhnya
paham sosialis atau negara radikal nasionalis, menstabilkan
politik regional negaranya dan kerjasama ekonomi serta untuk
mengembalikan negara-negara Amerika Latin agar pro
terhadap kekuatan Amerika Serikat. Hal tersebut dapat
dirincikan kedalam tiga kepentingan diantaranya adalah
pembukaan ekonomi pasar, memperkuat kedudukan demokrasi
dan perang dalam melawan narkotika, serta mewujudkan
keamanan, kesempatan, dan kemakmuran yang adil.

Kemitraan itu juga diharapkan dapat mempromosikan
tujuan Amerika Serikat dalam membangun stabilitas,
kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi, dan menstabilkan
politik regional melalui demokrasi di seluruh dunia. (Augusto,
1989)

Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Amerika
Latin telah tercermin dalam berbagai tindakan yang dilakukan
oleh Amerika Serikat diantaranya adalah, kebijakan luar negeri
Amerika Serikat melalui intervensinya terhadap urusan internal
maupun eksternal Amerika Latin salah satunya melalui Monroe
Doctrine yang di upayakan untuk menuntun kebijakan



Amerika Serikat terhadap Amerika Latin, serta menegaskan
keutamaan Amerika Serikat dalam urusan luar negeri wilayah
tersebut.

Sejak Monroe Doctrine dideklarasikan pada 2
Desember 1823, Amerika Serikat telah memiliki keterkaitan
erat dalam urusan politik, ekonomi, dan militer dengan
Amerika Latin. Keterkaitan Amerika Serikat dan Amerika
Latin meningkat selama perang dingin, ketika Amerika Serikat
mencoba memberikan  perlindungan bagi keamanan
nasionalnya melalui  pencegahan penyebaran paham
komunisme. (Convey, 2012)

Fokus Amerika Serikat terhadap Amerika Latin adalah
melawan pergerakan komunisme di kawasan tersebut dengan
membentuk pemberontak sayap kiri dengan tiga prioritas yang
diutamakan :

1. Membuka Ekonomi Pasar

Kerjasama antara Amerika Serikat dan Amerika Latin
seringkali  menciptakan  kesalingtergantungan  diantara
keduanya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan
pencegahan migrasi ilegal, maka dari itu untuk menanggulangi
hal tersebut hal yang dilakukan pertama adalah dengan
membuka ekonomi pasar, karena kemakmuran ekonomi
regional merupakan salah satu tujuan paling utama bagi
Amerika Serikat, kemakmuran ekonomi tidak hanya diukur
dengan peningkatan produk domestik bruto. Namun juga
berarti memberikan manfaat bagi pertumbuhan seluruh
populasi dan keterlibatan populasi itu dalam proses
pembangunan negaranya.

Maka dari itu untuk memaksimalkan tindakannya
Amerika Serikat terfokus pada pembukaan ekonomi pasar yang
direalisasikan pada perjanjian Caribbean Basin Initiative (CBI,



1983), North American Free Trade Agreement (NAFTA,
1993), negosiasi Free Trade Area of Americas (FTAA, 1994).

Caribbean Basin Initiative merupakan bagian dari
Carter dan Reagan Administration, namun karena adanya krisis
demokrasi dan militer maka hal tersebut lebih difokuskan
kedalam aspek ekonomi, hal tersebut direalisasikan melalui
kebijakan luar negeri, seperti memberikan bantuan
perdagangan dan perjuangan melawan informalitas dimulai
pada tahun 1950, dengan membentuk organisasi internasional
dengan negara-negara maju yang bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan di wilayah negara berkembang,
salah satunya wilayah Amerika Latin yang lebih luasnya
program ini ditujukan untuk mempromosikan ekonomi
pengembangan melalui inisiatif sektor swasta di Amerika
Tengah dan negara Karibia.

Tujuan utama Caribbean Basin Initiative adalah untuk
memperluas investasi asing dan sektor non tradisional, serta
mendiversifikasi ekonomi di negara-negara yang masuk
kedalam Caribbean Basin Initiative dan memperluas pasar
ekspor. Direalisasikan melalui undang-undang Pemulihan
Ekonomi Teluk Karibia tahun 1983 (CBERA) dan undang-
undang Kemitraan Dagang Teluk Karibia tahun 2000
(CBTPA), secara kolektif dikenal sebagai Caribbean Basin
Initiative, yang membebaskan bea masuk ke Amerika Serikat
secara permanen untuk berbagai produk dari negara-negara
yang tergabung dalam kerjasama Caribbean Basin Initiative.
Salah satunya adalah dengan membentuk Konsesus
Washington pada tahun 1980 yang digunakan sebagai salah
satu upaya untuk mempromaosikan liberalisasi perdagangan dan
pasar serta kebijakan fiskal khusus, yang membantu
memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi mikro, melalui
penyesuaian struktural. Para pendukung perdagangan bebas di
Amerika Serikat, mengharapkan pembukaan pasar dapat
memberikan tidak hanya manfaat bagi bisnis dan konsumen



Amerika Serikat, tetapi juga meluashya peluang ekonomi bagi
Amerika Latin dan perlindungan serbuan imigran ke Amerika
Serikat. (Commerce, 2000)

Pada tahun 1993 Presiden Clinton mengatakan, bahwa
NAFTA dipandang mampu memberikan keuntungan bagi
Amerika Serikat dimana pendapatan akan masuk melalui
Meksiko, ketika produk Amerika Serikat mendapatkan
konsumen lebih banyak. NAFTA sendiri akan mampu
meningkatkan perdagangan antara Amerika Serikat, Kanada
dan Meksiko sebanyak hampir tiga kali lipat. Meksiko telah
menjadi mitra dagang terbesar ketiga Amerika Serikat dan
pembeli terbesar kedua untuk ekspor Amerika Serikat, disisi
lain NAFTA dianggap telah memberikan beberapa peraturan
yang menguntungkan seperti, memperkuat perlindungan hak
milik intelektual, mekanisme penyelesaian sengketa, dan
perlindungan bagi standar kerja dan lingkungan di Meksiko.

Kemudian dilanjutkan dengan hadirnya FTTA yang
menekankan pada 16 kepentingan diantaranya demokrasi, hak
asasi manusia, keadilan, keamanan di seluruh dunia dan
masyarakat sipil, perdagangan, manajemen bencana,
pembangunan  berkelanjutan, pembangunan  pedesaan,
pertumbuhan berkeadilan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan
gender, masyarakat adat, keanekaragaman budaya, dan anak-
anak dan remaja.

Muncul perjanjian perdagangan yang lebih baru, yaitu
DR-CAFTA yang ditujukan untuk meningkatkan perdagangan
dan peluang ekonomi. Tetapi semua kebijakan ini dirasa
kurang berpengaruh terhadap penyediaan lapangan pekerjaan
dan pengentasan kemiskinan dari apa yang ditujukan pada awal
pembentukannya. Pembukaan latin american economies,
adalah  sebagai pembaharuan yang dihasilkan dari
ketidakseimbangan ekonomi makro, dan reformasi struktur tata



kelola ekonomi yang secara substansial belum menurunkan
tingkat kemiskinan dan kualitas struktural.

Namun kekurangan-kekurangan dari kebijakan ini
terletak pada pemeliharaan kebijakan-kebijakan yang
diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat yaitu meliputi,
subsidi pertanian dan aturan-aturan dari negara-negara lain
yang membatasi negara Amerika secara adil di wilayah-
wilayah di mana kawasan itu memiliki keunggulan komparatif.
Namun, pada saat yang sama, banyak pemerintah Amerika
Latin yang belum menerapkan kebijakan-kebijakan domestik
yang diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat dari pasar
terbuka akan tersebar lebih merata. Kendala-kendala politis
dan institusional domestik ini antara Washington dan Amerika
Latin memiliki hubungan yang kuat dalam mendukung
filiberalisasi dan trade reform.

Hasil dari perjanjian-perjanjian ini telah mampu
menurunkan pengangguran dalam beberapa tahun berikutnya,
mencapai sekitar 9 persen di seluruh wilayah, mendapatkan
hasil yang sangat besar dibanding orang-orang yang bekerja di
dalam pasar ilegal. Termasuk orang-orang pekerja swasta,
masyarakat kurang mampu, buruh, serta pegawai pemerintah,
ahli pajak, pengacara, pekerja rumah tangga, pekerja
perusahaan mikro.

2. Memperkuat Demokrasi dan Perang Melawan
Narkotika

Kedua keinginan Amerika Serikat untuk memperkuat
demokrasi dan perang melawan narkotika dengan tujuan
menciptakan keamanan dan stabilitas bagi kawasannya, yang
dimulai dengan Presiden George H.W. Bush yang mengadopsi
Resolusi 1980 dalam OAS (Organization of American States)
yang menjadi sumber daya yang kuat dalam mendukung



demokrasi. Kemudian promosi demokrasi di bawah Presiden
Bill Clinton dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan luar
negeri Amerika Serikat yang dirancang untuk mendorong
partisipasi dari masyarakat sipil.

Seperti pada tahun 1994, pemerintahan Clinton
mengirim 20.000 pasukan Amerika Serikat ke kantor presiden
Haiti Jean Bertrand Aristideto. Selama dekade tersebut,
Amerika Serikat berpartisipasi diplomatik untuk pemulihan
demokrasi di Guatemala (1993), Paraguay (1996), dan Ekuador
(2000). Pemerintah Amerika Serikat pun sudah sering sekali
membicarakan mengenai bagaimana pentingnya demokrasi
bagi sebuah negara dapat mencegah ancaman kudeta yang
terjadi di Guatemala, Paraguay, dan Ekuador, yang dilakukan
dengan cara memberikan program bantuan untuk menopang
transisi negara tersebut dari guncangan internal, serta
memanfaatkan OAS (Organization of American States) untuk
mengambil peran dalam upaya mempromosikan demokrasi di
negara-negara transisi.

Kebijakan demokrasi Amerika Serikat di Amerika
Latin pun tidak selalu berjalan mulus, dikarenakan banyaknya
pertentangan di kawasan tersebut namun secara bertahap
akhirnya mereka negara-negara Andean di Venezuela,
Kolombia, Ekuador, dan Peru, serta Paraguay mengakui
Amerika Serikat merupakan kekuatan pro demokrasi di
Amerika Latin. (Carothers, 2000)

Kemudian dibawah kepemimpinan Presiden Ronald
Reagan kebijakan beralih pada perang terhadap narkoba,
dimulai melalui pembentukan (ONDCP) Office of National
Drug Control Policy pada tahun 1988, dan terus berlanjut
dibawah pemerintahan Presiden Bush dan Clinton dengan
dibentuknya (ACI) Andes Counterdrug Inisiatif yang
beranggotakan negara-negara Amerika Selatan lainnya, seperti
Bolivia, Brasil, Ekuador, Panama, Peru dan Venezuela, dan



Kolombia. Dengan tujuan untuk membantu negara-negara
yang memiliki kemungkinan untuk menghasilkan teroris dan
dalam menghilangkan produksi obat-obatan terlarang, dengan
meningkatkan hukum mengenai narkotika dan investigasi
kerangka kerja untuk memberantas masalah mengenai
perdagangan manusia.

Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan The
Andean Trade Preference Act (ATPA, 1991), dan
diberlakukannya Undang-undang Preferensi Perdagangan
Andean pada tahun 1991 untuk mendorong negara-negara
kawasan Andean dari Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru
untuk bisa mengurangi budidaya tanaman obat terlarang dan
perdagangan manusia, dengan memberi wewenang kepada
Presiden Amerika Serikat dalam memberikan preferensi tarif
pada produk-produk Andean yang memenuhi syarat, untuk
mendorong perdagangan dan untuk membantu negara-negara
ini mengembangkan dan memperkuat industri yang legal.
(Protection U.S. Customs and Border, 2017)

Kongres memberlakukan undang-undang preferensi
perdagangan Andes dan menerapkan undang-undang ini
sebagai tindakan spesifik yang disengaja untuk memerangi
produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang yang datang
dari Andes Amerika Selatan. Pada tahun 2002, Kongres
memberlakukan promosi perdagangan obat-obatan Andes dan
undang-undang pemberantasan. Andean Trade Preference Act
berlaku untuk pemilihan negara yang sama, tunduk pada
persyaratan kualifikasi yang sama. (Grubbs, 2010)

Selama pemerintahan Bush pertama, pasukan Amerika
Serikat menginvasi Panama untuk menangkap Manuel Noriega
karena terlibat dalam mendukung perburuan perdagangan
narkoba antar negara dari Pablo Escobar dan perjuangannya
melawan kelompok pengedar obat-obatan terlarang, dan
memulai proses awal untuk meningkatkan pengawasan



sebelum bekerjasama dengan upaya-upaya melawan narkotika
di Amerika Serikat.

Presiden Clinton meresmikan Plan Colombia dengan
bantuan senilai $ 1,3 miliar pada tahun 2000, dengan tujuan
untuk tidak hanya melawan produksi kokain tetapi juga sebagai
usaha pemberontakan gerilya dalam hal obat bius. Dibawah
kepemimpinan presiden George W Bush, ia berjanji untuk
menjadikan Amerika Latin sebagai prioritas kebijakan luar
negeri dan mengumumkan beberapa inisiatif baru, yang paling
utama adalah dalam hal reformasi imigrasi yang akan menjadi
pusat hubungan Amerika Serikat dengan Meksiko. Namun
sejak serangan teroris 11 September 2001, perhatian Amerika
telah dialihkan pada hal lain.

Tiga pilar kebijakan Amerika Serikat terhadap
kawasan itu tetap. Kongres meratifikasi perjanjian
perdagangan dengan Chili (2004), Republik Dominika dan
Amerika Tengah (DR-CAFTA 2007), dan Peru (2007), tetapi
penyebaran perdagangan bebas meredup dan perjanjian dengan
Kolombia dan Panama telah berubah lebih kepada politik
domestik yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan
pemberantasan obat-obatan terlarang, dengan tambahan dana
sebesar $ 4 miliar pada musim gugur dan pada bulan Oktober
2007, memberikan bantuan dana $ 1,4 miliar kepada
pemerintah Meksiko.

Melalui American the American Club Satic Charter
(2001) yang bertujuan untuk mempertahankan demokrasi, serta
kekuasaan Amerika Serikat di seluruh dunia, melalui peran
para pejabat militer dalam memilih presiden Venezuela, Hugo
Chavez. Ketegangan yang kian memburuk antara Amerika
Serikat dan Venezuela, bersamaan dengan pernyataan para duta
besar Amerika Serikat di Bolivia dan Nikaragua yang dianggap
sebagai upaya dalam proses demokrasi pemulihan kredibilitas
atas demokrasi Amerika Serikat.



Namun adanya kemiskinan dan ketidaksetaraan telah
merusak dukungan dalam demokrasi, seperti fokus tradisional
Washington terhadap pemilihan yang bebas dan adil dalam
upaya-upaya promosi demokrasi telah terbukti tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendasar
tentang ekonomi dan keamanan. Sementara Amerika Serikat
sangat yakin bahwa demokrasi akan memberikan hal yang
lebih baik meliputi persamaan, keadilan sosial, dan kepuasan
yang bukan hanya representasi formal.

Untuk terus mengupayakan pemberatasan terhadap
obat-obatan terlarang munculah inisiatif Merida yang
diusulkan oleh pemerintahan Bush pada bulan Oktober 2007
membahas program pinjaman senilai $ 1.4 miliar ini selama
tiga tahun yang mencakup berbagai model. Meskipun inisiatif
ini mengakui perlunya investasi yang lebih besar dalam
mempromosikan supremasi hukum dan keamanan pada kedua
sisi perbatasan, berarti bahwa hal itu hanya mencakup isu
pembangunan dan penguatan lembaga, sebagai sebuah
keberhasilan yang penting dari Plan Colombia. Konsumsi
obat-obatan terlarang, yang tadinya hanya dipandang terbatas
di Amerika Serikat, telah meningkat secara masif di banyak
negara Amerika Latin, meningkatkan permasalahan kesehatan,
dan juga mendorong terjadinya krisis kesehatan dan kejahatan.

Kebijakan Amerika Serikat memfokuskan terutama
pada pengenalan dan interdiksi dalam sumber daya, dan orang-
orang di negara-negara berkembang yang memberikan respon
cepat terhadap tekanan Amerika Serikat. Karena nilai
substansial yang ditambahkan ke dalam obat-obatan terlarang
salah satunya mengenai perdagangan manusia, namun bagi
kartel narkoba kehilangan persentase produk di awal proses
bukanlah kerugian ekonomi yang signifikan. Diperkirakan
bahwa setiap dollar yang dimasukan kedalam ekonomi
domestik dianggap sebagai pendukung efektif dalam
mengurangi konsumsi Amerika Serikat dibandingkan dengan



investasi serupa yang dilakukan dalam mengurangi produksi di
negara asal. Hal ini juga berlaku pada obat-obatan yang baru di
pasar, seperti metham phetamine. Untuk obat-obatan seperti
kokain penegakan hukum domestik tidak begitu berguna,
karena dealer dengan cepat diganti dan para pecandu akan
memberikan pajak untuk menghilangkan kecurigaan.
(Charlene & James, 2008)

3. Membangun Kembali Keamanan,
Kesempatan, dan Kemakmuran yang
Berkeadilan

Ketiga, adalah kebijakan Amerika Serikat untuk
membangun  kembali, keamanan, kesempatan, dan
kemakmuran yang berkeadilan di kawasan Amerika Latin.
Bagi Amerika Serikat sendiri isu-isu pembangunan ekonomi
dan kemakmuran di Amerika Latin selalu menjadi prioritas
bagi kebijakan luar negerinya. Keamanan Amerika Serikat juga
akan sangat bergantung pada bagaimana keadaan negara
terdekatnya, maka dari itu untuk mewujudkan stabilitas
keamanan bagi negaranya sendiri, Amerika Serikat
menerapkan program yang mampu menciptakan kemakmuran
bagi negara tetangganya dalam hal pengurangan kemiskinan
dan peningkatan keamanan publik, hal tersebut dicetuskan
sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan
seperti migrasi masal, dan perdagangan narkotika.

Hal tersebut direalisasikan melalui inisiasi program
bantuan pembangunan yang ditargetkan kepada, hampir 200
juta masyarakat Amerika Latin dimana 37 persen dari
populasinya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Amerika
Serikat juga merupakan negara yang sangat concern terhadap
kemakmuran negara diseluruh dunia, melalui bank-bank dan
perusahaan multinasionalnya Amerika Serikat
menginvestasikan dan meminjamkan miliaran dollar bagi



negara-negara di  Amerika Latin dan Karibia untuk
pembangunan nasional negaranya. Hal tersebut menciptakan
lapangan kerja yang layak bagi banyak warga Amerika Latin,
serta meningkatkan layanan sosial dan perkotaan meliputi,
pengelolaan air limbah dan listrik yang dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat kawasan tersebut. Selain itu melalui
penekanan rezim diktator juga bisa menjadi salah satu cara bagi
Amerika Serikat untuk memberikan tekanan juga memberikan
dukungan kepada kaum revolusioner radikal agar pemerintah
tidak sewenang-wenang dalam pengelolaan sumber daya alam
sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya secara
luas.

Sejak tahun 1946, Amerika Serikat telah menyediakan
hampir $ 165 miliar bantuan untuk kawasan itu. Serta tingkat
pendanaan yang telah berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai
dengan tren regional dan kebijakan Amerika Serikat. Inisiatif
bantuan Amerika Serikat untuk kawasan itu melonjak pada
awal 1960-an, pada masa kepemimpinan John F. Kennedy yang
pernah meluncurkan program bantuan pada tahun 1961 yang
bernama Alliance for Progress, kebijakan tersebut ditujukan
untuk menyerukan transformasi dan pembangunan sosial
ekonomi Amerika Latin. Amerika Serikat mengajak negara
Amerika Latin melalui konsesus Washington, untuk
mengadopsi kebijakan neoliberal pada tahun 1980, dalam
membuka kawasan itu untuk ekspor bagi Amerika Serikat.
Diterapkannya kebijakan tersebut di harapkan dapat diikuti
oleh Amerika Latin yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan ekonomi kawasan tersebut dalam hal pembayaran
hutang dan untuk menghadapi transformasi ekonomi. (Peter M
& Megan A, 2012)

Itu dilakukan sebagai sebuah cara untuk menggalakan
anti kemiskinan yang berusaha melawan pengaruh Soviet dan
Kuba setelah perebutan kekuasaan Fidel Castro tahun 1959 di
Kuba, bantuan Amerika Serikat ke wilayah tersebut meningkat



lagi setelah kekuasaan oleh kaum Kiri Sandinista di Nikaragua
tahun 1979. Sepanjang 1980-an, Amerika Serikat memberikan
dukungan yang cukup besar kepada pemerintah Amerika
Tengah memerangi pemberontakan Kkiri untuk mencegah
sekutu potensial Soviet membangun pijakan politik atau militer
di wilayah tersebut.

Aliran bantuan Amerika Serikat menurun pada
pertengahan tahun 1990 setelah pembubaran Uni Soviet dan
berakhirnya konflik Amerika Tengah. Bantuan luar negeri
Amerika Serikat ke Amerika Latin dan Karibia mulai
meningkat kembali pada akhir tahun 1990 dan tetap berada
pada lintasan yang naik pada dekade terakhir. Tingkat bantuan
yang lebih tinggi pada hal peningkatan pengeluaran untuk
kemanusiaan dan bantuan pembangunan.

Pembentukan Rencana Darurat Presiden untuk
Penanggulangan AIDS pada tahun 2003 dan Millennium
Challenge Corporation pada tahun 2004 memberikan sejumlah
negara di wilayah tersebut sumber-sumber baru bantuan
Amerika Serikat, Peningkatan pendanaan untuk program
kontra narkotika dan keamanan juga berkontribusi pada
peningkatan keamanan di Amerika Serikat. (Peter J, 2017)



